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After the earthquake, tsunami, and liquefaction on 28 September 2018, the condition of the
five-story building was damaged, but it is still inhabited by dozens of families. This paper seeks
to explore the attitude of the Palu City Government-Regional People's Representative
Council (DPRD), residents, and parties outside the government and outside the residents
regarding the use of these flats after the earthquake. The research was conducted
qualitatively. Primary data were collected from direct observation and interviews and sources
of mass media coverage also complement the secondary data needs. Borrowing Robert K
Merton's structural functionalism theory, this research finds a condition if after a disaster,
residents strengthen their institutions by building consensus or mutual agreement. Meanwhile,
the City Government of Palu, although stated that they prohibited them from returning to the
apartment, they have not been able to provide a more feasible housing solution after the
earthquake. Ironically, members of the DPRD, as partners of the mayor in the government in
Palu City, do not yet know about this condition.
Keywords: Earthquake; Flats; Functionalism
Abstrak
Pasca-gempabumi, tsunami, dan likuifaksi 28 September 2018, kondisi bangunan berlantai
lima itu rusak, namun masih didiami oleh puluhan keluarga. Tulisan ini berupaya menggali
sikap Pemerintah kota-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, penghuni, dan
pihak-pihak di luar pemerintah dan di luar penghuni terhadap pemanfaatan rumah susun
tersebut pascagempa. Penelitian dilakukan secara kualitatif. Data primer dikumpulkan dari
observasi langsung dan wawancara dan sumber pemberitaan media massa turut
melengkapi kebutuhan data sekunder. Meminjam teori fungsionalisme struktural Robert K
Merton, penelitian ini menemukan suatu kondisi jika pascabencana, penghuni memperkuat
institusi mereka dengan membangun konsensus atau kesepakatan-kesepatan bersama.
Adapun Pemerintah Kota Palu, walaupun menyatakan melarang untuk kembali menempati
rumah susun tersebut, belum bisa memberikan solusi tempat tinggal yang lebih layak
pascagempa. Ironisnya, anggota DPRD selaku mitra wali kota dalam pemerintahan di Kota
Palu, justru belum mengetahui kondisi ini.
Kata Kunci: Fungsionalisme, Gempa Bumi; Rumah Susun
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PENDAHULUAN
Musibah gempabumi, likuefaksi serta tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada 28
September 2018 menyisakan tugas berat pemerintah dalam membenahi infrastruktur, tak
terkecuali urusan hunian. Khusus perumahan, kerugian material akibat gempa berkekuatan
7,4 skala richter (SR) itu ditaksir mencapai Rp2,1 triliun. Data yang dirilis Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah menunjukkan 55.102 rumah rusak, terdiri dari 11.603 rusak berat, 15.917 rusak
sedang, dan 21.078 rusak ringan, plus 6.504 rumah dinyatakan hilang. Kerusakan juga terjadi
pada Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang ada di Palu, yakni Rusunawa di
Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat; Rusunawa di Kelurahan Kayumalue Ngapa,
Kecamatan Palu Utara; serta Rusunawa di Kampung Kalikoa, Kelurahan Ujuna, Kecamatan
Palu Barat. Ketiga Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini
mengalami kerusakan yang variatif, dari sedang, berat, bahkan tak lagi layak huni. Kondisi
ketiga Rusunawa tersebut diabadikan dalam dua gambar berikut ini :
Gambar 1. Kondisi Rusunawa Kayumalue dan Lere Pascagempa
Rusunawa Kayumalue Rusunawa Lere
Sumber: Basri Marzuki-Mohamad Hamzah/Antara Foto
Dari gambar tersebut, nampak kondisi bangunan yang berbahaya untuk ditinggali.
Rusunawa Kayumalue Ngapa kini sepi penghuni, meskipun tetap terdapat petugas
pengelola Rusunawa yang rutin memantau bangunan bertingkat lima tersebut, misalnya
membersihkan seadanya. Sementara di Lere, bangunan Rusunawa masih berdiri dan harus
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Gambar 2. Kondisi Rusunawa Ujuna pada November 2020
Sumber: Dokumentasi Penghuni
Pemandangan serupa juga terjadi di Rusunawa Ujuna. Sampai November 2020, kondisi
rumah susun yang dibangun pertama kali di Kota Palu ini masih belum berubah sejak
bencana. Retakan kecil dan berskala besar terdapat di sisi-sisi bangunan. Di lantai satu,
beberapa petak yang sebelumnya merupakan ruang baca dan kios kelontong, mengalami
rusak berat. Dindingnya nyaris terlepas dari rangka. Retakan juga terlihat pada tangga. Di
kamar-kamar hunian, retakan tak dapat dihindari. Pintu dan dinding depan kamar juga tak
lagi terekat. Beruntung di dalam kamar, sekat terbuat dari papan serupa tripleks sehingga
mengurangi kekhawatiran andai sewaktu-waktu terjadi gempa. Puluhan keluarga masih
bersedia menetap di bangunan itu. Mereka adalah warga yang telah menghuni Rusunawa
Ujuna sebelum gempa.
Pemanfaatan Rusunawa Ujuna pascagempa Palu menjadi fakta menarik. Penulis berupaya
menangkap kondisi ini dengan memakai perspektif fungsionalisme dalam teori sosiologi.
Meminjam kacamata Durkheim, pemanfaatan Rusunawa Ujuna sebagai alternatif hunian
pascabencana merupakan fakta sosial non material, yakni peristiwa nyata yang terjadi di
Kota Palu saat ini. Teori fungsional struktural merupakan bentuk dari fakta sosial tersebut.
Teori ini melihat masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari elemen yang saling
berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan (Novita, 2013). Fungsionalis menafsirkan
masyarakat sebagai jaringan komunitas yang bermitra secara terorganisasi, relatif teratur
berdasarkan nilai yang dipakai pada masyarakat tersebut (Komara, 2019). Fungsionalisme
juga mengacu pada penjelasan tentang institusi sosial, keyakinan, atau kebiasaan, yang
berhubungan dengan fungsi (tujuan atau peran) yang mereka lakoni dalam
mempertahankan masyarakat dimaksud (Sobur, 2017).
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Penggagas fungsionalisme seperti Parsons (1937), Davis (1937) dan Merton (1957)
menggarisbawahi jika tindakan atau perilaku dapat dibenarkan karena tindakan tersebut
memiliki fungsi atau bermanfaat di masyarakat. Secara spesifik, Merton (1949/1968) dalam
Ritzer (2014) mendefinisikan fungsi sebagai akibat-akibat yang bisa diamati yang
menyebabkan penyesuaian atau adaptasi dari sistem tertentu. Namun, Merton mengajak
untuk memerhatikan struktur atau institusi sosial yang tak jarang dapat menimbulkan akibat
negatif terhadap sistem atau fakta-fakta sosial. Kata Merton (1968) dalam Ritzer (2014),
struktur sosial adalah seperangkat hubungan sosial yang terorganisasi, melibatkan anggota
masyarakat atau kelompok dengan beragam cara. Penganut teori Merton, beranggapan
pranata sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat akan memiiki dampak, baik positif,
maupun negatif. Dengan demikian, tidak semua peristiwa, pada tingkat tertentu, fungsional
bagi masyarakat, atau dalam hal ini, sebagai fungsi yang dikehendaki (manifest).
Pandangan ini pula yang membuat Merton memperkenalkan konsep disfungsi.
Sejak pertama kali ditempati tahun 2011, Rusunawa Ujuna telah membantu menyediakan
tempat tinggal bagi ratusan keluarga berpenghasilan rendah. Diketahui, sebelum gempa 28
September 2018, 96 petak hunian Rusunawa Ujuna, seluruhnya terisi. Pekerja dengan
penghasilan di bawah Rp1.000.000 sudah bisa menempati rumah susun bertarif sewa
Rp170.000-215.000 sebulan itu. Tarif ini dibawah dari rata-rata sewa kos-kosan di jantung
Provinsi Sulawesi Tengah yang nominalnya mencapai Rp500.000 per bulan. Kemudahan
membayar dengan cara menyicil juga diberikan pengelola untuk penghuni, bahkan sampai
menunda pembayaran (Jamaluddin, 2016). Peruntukan ini sesuai dengan arahan Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam suratnya bernomor LP.07.06-
CK/C75.2 per 29 Agustus 2014, Dirjen mewanti-wanti jika sasaran Rusunawa Ujuna adalah
warga lapisan bawah, dengan tarif sewa tidak melebihi sepertiga dari pengeluaran rata-
rata penghuni.
Namun, pemanfaatan Rusunawa Ujuna oleh penghuni pascagempa, menunjukkan situasi
yang dilematis. Bagi penghuni, mereka terpaksa bertahan lantaran tidak memiliki pilihan
untuk beralih ke tempat tinggal yang lebih aman. Padahal, bertahan di tengah kondisi
bangunan yang tak lagi layak huni adalah risiko besar sebab sama dengan
mempertaruhkan nyawa jika sewaktu-waktu bangunan ambruk. Dilema juga dialami
Pemerintah Kota Palu. Keterbatasan dukungan anggaran, membuat pemerintah daerah
setempat lebih fokus pada penyediaan hunian tetap bagi korban gempabumi yang
rumahnya rusak berat dan hilang. Adapun penghuni rumah sewa belum terakomodir dalam
kebijakan ini. Karena itulah, saat penghuni memilih mengambil risiko tinggal di Rusunawa
Ujuna, pemerintah tidak bisa berbuat banyak sebab sejauh ini belum bisa menjamin hunian
alternatif jika penghuni diharuskan keluar dari Rusunawa Ujuna.
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Dalam konteks inilah menarik bagi penulis untuk mengaitkan dilema pemanfaatan
Rusunawa Ujuna dengan pendekatan disfungsi atau fungsi Rusunawa yang tidak diharapkan
dari sudut pandang Robert K Merton. Tulisan ini berupaya menggali sikap Pemerintah kota-
DPRD Kota Palu, penghuni, dan pihak-pihak di luar pemerintah dan penghuni terhadap
pemanfaatan Rusunawa Ujuna pascabencana.
METODOLOGI
Metode kualitatif merupakan ciri dari penelitian ini. Merujuk Sugiyono (2010), sifat penelitian
kualitatif ini menekankan pada makna pemanfaatan Rusunawa Ujuna pascagempa, dan
menepikan generalisasi atau penarikan kesimpulan mengenai Rusunawa Ujuna secara
umum. Pilihan terhadap penelitian kualitatif dilatarbelakangi harapan untuk memahami
fakta sosial dengan mendahulukan komunikasi yang mendalam antara peneliti dan
fenomena diteliti (Herdiansyah, 2010). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi dan studi dokumentasi sepanjang Oktober 2019 sampai November 2020. Informan
yang dipilih (purposive sampling) adalah Kepala UPTD Rusunawa Ujuna, anggota DPRD Kota
Palu, serta pengamat bangunan dari Universitas Tadulako. Sementara informan dari
penghuni mengandalkan model snowball sampling, yakni penghuni pertama
merekomendasikan penghuni berikutnya. Keterangan tambahan diperoleh dari
pemberitaan media online yang memuat sikap dari pejabat bidang perumahan pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu serta saran mengenai kearifan bangunan
dari arkeolog museum Sulawesi Tengah. Analisis data memanfaatkan model Miles dan
Huberman (1980), dimulai dari merangkum, mengklasifikasi, menepikan yang tidak perlu,
kemudian menyajikannya dalam gambar dan tabel, menggambarkannya, sampai
menelurkan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota Palu cukup berhasil menarik kaum urban untuk bekerja di sektor swasta, kantor-kantor
pemerintah, atau melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Bertambahnya
penduduk di Kota Palu akibat migrasi dari berbagai daerah secara tidak langsung
membawa dampak yang baik. Bertambahnya sumber daya manusia menggerakkan roda
ekonomi. Kota pun semakin tertata. Namun, pertumbuhan kota tidak selalu bersifat positif.
Piliang (2011) mengatakan dinamika kota juga memiliki efek negatif dan tidak selalu
mengundang optimisme. Kontribusi pemerintah, secara khusus pemerintah daerah, dalam
menyediakan lahan-lahan hunian, pada saat bersamaan seringkali merupakan kelalaian
karena lokasi tersebut berada pada daerah rawan bencana. Merton (1968) dalam Ritzer
(2014) menyatakan dampak tersebut sebagai dampak yang tidak diharapkan (laten).
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Terbantu Dengan Konsensus
Di antara hunian yang terdampak gempabumi di Palu adalah Rusunawa Ujuna. Sampai
artikel ini ditulis, puluhan keluarga masih bersedia menetap di bangunan berlantai lima itu
karena alasan ekonomi. Mereka berani uji nyali tinggal di dalam bangunan yang rusak
karena belum memiliki hunian baru, baik itu rumah pribadi, rumah kontrakan, atau menyewa
kos-kosan. Menghuni rumah susun untuk sementara dapat membantu mengurangi beban
sehari-hari bagi mereka yang pekerjaannya terdampak pascagempa, apalagi di masa
pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) ini. Pendeknya, dalam kondisi
pascabencana, sebagian penghuni tak terlalu merisaukan kelayakan bangunan sebagai
standar kepuasan atau ketidakpuasan. Kondisi di Palu tentu berbeda dengan kondisi
Rusunawa di tempat lainnya di Indonesia. Pada Rusunawa Kemayoran dan Rusunawa
Cengkareng fasilitas rumah susun yang tidak terawat dan rusak berpengaruh terhadap
aspek kepuasan, sekaligus alasan penghuni memilih bertahan atau pergi (Setiadi, 2015).
Sedangkan pada rumah susun Dupak Bangunrejo dan Sombo, di Surabaya, faktor kepuasan
penghuni tertinggi terkait dengan kenyamanan, dan faktor terendah berkaitan organisasi
ruang yang harus sesuai dengan fungsi bangunan. Tingkat kepuasan penghuni tidak
mencapai 50 % (Prasojo, 2014).
Sebagai simbol kota, rumah susun secara perlahan membentuk sikap individualistik penghuni
dan meninggalkan sikap kohesif masyarakat lapisan bawah. Kebersamaan baru terlihat saat
penghuni mengalami kondisi emosional yang sama, baik suka maupun duka (Hariyono,
2007). Perasaan kolektif sebagai korban gempabumi pada akhirnya membantu
mempercepat interaksi sesama penghuni Rusunawa Ujuna untuk menentukan nasib setelah
bencana. Penghuni lantas memperkuat institusi sosial mereka dengan membangun sejumlah
konsensus bersama. Konsensus atau kesepakatan itu mereka pegang agar bisa bertahan
dan beradaptasi pada bangunan Rusunawa Ujuna.
a. Konsensus pertama, warga hanya menempati petak-petak hunian di lantai 2 dan
sebagian kecil lantai 3. Hal ini sebagai tindak antisipatif mengurangi beban bangunan
sehingga tidak bertambah parah atau mengalami kerusakan yang semakin fatal.
Lantai 1, 4, dan 5, serta sebagian besar lantai 3, dibiarkan tak lagi berpenghuni.
Pengumpulan data yang dilakukan pada awal November 2020, menunjukkan
sebanyak 24 petak kamar di lantai 2 seluruhnya terisi. Sedangkan pada lantai 3
terdapat empat atau lima keluarga. Jika terdapat 25 petak hunian saja yang kini terisi,
dan setiap kamar ditempati empat orang (suami istri dan dua anak), maka setidak-
tidaknya terdapat 100 orang yang berlindung di Rusunawa Ujuna.
b. Seiring berjalannya waktu, penghuni kemudian menelurkan konsensus kedua. Dengan
bersedia menghuni Rusunawa tersebut, warga urunan untuk mendukung
ketersediaan air dan keamanan. Setiap bulan, masing-masing petak hunian dimintai
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kontribusi sejumlah Rp40.000. Dari jumlah itu, sebesar Rp20.000 untuk iuran air, dan
Rp20.000 untuk seorang penghuni yang dipercaya membantu keamanan, seperti
menjaga kendaraan di lantai dasar. Penagihan untuk kesepakatan urunan ini telah
dilaksanakan sekali, yakni bulan Oktober. Pengeluaran yang dihasilkan dari
kesepakatan warga ini lebih rendah dibandingkan saat Rusunawa Ujuna belum rusak
dihantam gempa. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi
Jasa Usaha di Kota Palu, iuran sewa Rusunawa ditetapkan sebagai berikut;. lantai 1
tidak dihuni, lantai 2 Rp25.000/bulan, lantai 3 Rp200.000/bulan, lantai 4 Rp185.000 serta
lantai 5 Rp170.000/bulan, plus iuran tambahan untuk listrik. Penghuni terbantu dengan
kondisi pascagempa karena tidak ada pengeluaran rumah tangga untuk penyewaan
kamar. Praktis sejak menempati kembali Rusunawa Ujuna, warga hanya
mengeluarkan biaya listrik pintar (pasca bayar) plus iuran Rp40.000 itu. Untuk
menambah penghasilan harian, beberapa pemilik kamar membuka usaha rumahan,
seperti kios, penjualan pulsa listrik atau pulsa data serta air galon kemasan.
c. Konsensus ketiga, warga Rusunawa menunjuk seorang penghuni sebagai juru bicara
jika sewaktu-waktu bertemu atau melakukan negosiasi dengan pejabat Pemerintah
Kota Palu.
Sikap Pemerintah dan DPRD Berbeda
Penyediaan hunian bagi korban gempa bersifat mendesak (Pasal 52 Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Taun 20008 tentang Penyelenggaraan Penanggulanan Bencana), sehingga
sepatutnya masuk dalam agenda prioritas pemerintahan di daerah. Walaupun
penyelenggara pemerintahan di daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), merujuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Revisi Kedua
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, namun, sejauh ini pemanfaatan
Rusunawa Ujuna pascagempa hanya menjadi konsumsi internal Pemerintah Kota Palu.
Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu,
Delvi Dian Susanti, membenarkan terdapatnya keluarga yang masih menempati Rusunawa
Ujuna. Walau sudah melarang, Delvi tak kuasa membendung karena warga menyatakan
tak memiliki pilihan hunian lain pascabencana. Jalan tengahnya, warga membuat surat
pernyataan untuk tidak akan menuntut pemerintah di kemudian hari dan itu adalah pilihan
sendiri. “Kami telah melarang masyarakat untuk tidak lagi menempati Rusunawa itu, namun
mereka tetap memaksa untuk tinggal, bahkan membuat surat pernyataan bahwa mereka
bersedia menanggung segala risiko tinggal di Rusunawa itu,” kata Dian (NDY, 2020).
Kebijakan Pemerintah Kota Palu ini lantas menjadi alasan penguat sebagian warga belum
meninggalkan bangunan berwarna cokelat itu. Santer beredar di antara penghuni,
pemerintah akan menghancurkan bangunan tersebut. Namun, karena anggaran untuk
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merobohkan Rusunawa juga tidak sedikit, maka untuk sementara waktu bangunan itu
‘masih bisa dimanfaatkan’. Dikarenakan Rusunawa Ujuna sudah masuk dalam aset
Pemerintah Kota Palu, maka penghancuran bangunan adalah risiko yang harus ditalangi
oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika
pun pemerintah akan melaksanakan pembangunan baru, tentu dibutuhkan lagi
perencanaan yang memakan waktu, termasuk soal hitung-hitungan rancangan anggaran
yang diajukan kepada pemerintah pusat. Memang ada wacana mengenai niat Pemerintah
Kota Palu merekonstruksi atau membangun kembali Rusunawa Ujuna. Ini sejalan dengan
harapan penghuni kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap sisi-sisi
bangunan. Jika belum berencana melakukan rehabilitasi total, minimal rehab terbatas pada
sisi harus diganti. Walaupun perbaikan atau penghancuran dan pembangunan kembali
Rusunawa Ujuna adalah hal mendesak, namun harapan penghuni tersebut belum bisa
diwujudkan dalam waktu dekat. Kepala UPTD Rusunawa, Hasan Hamid yang ditemui di
kantornya pada Oktober 2019 belum mengetahui rencana rekonstruksi Rusunawa Ujuna.
Masing-masing anggota DPRD Kota Palu, periode 2014-2019 dan 2019-2024 juga mengaku
belum mengetahui pemanfaatan Rusunawa Ujuna pascagempa. Wakil Ketua DPRD Kota
Palu, Rizal mengatakan DPRD belum pernah secara khusus membicarakan masalah ini
dengan wali kota, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu bersama
pengelola Rusunawa Ujuna, baik untuk pemanfaatan Rusunawa Ujuna setelah bencana
maupun rencana rehabilitasi bangunan atau pembangunan baru Rusunawa Lere yang
rusak berat. Hal yang disayangkan, sebab bangunan Rusunawa Ujuna tersebut berada di
tengah-tengah kota dan tidak jauh dari gedung wakil rakyat itu. Ia pun mengomentari
diamnya pemerintah kota. Selengkapnya pernyataan Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera
Kota Palu ini,
“Harusnya pemerintah itu bisa membicarakan bersama DPRD terkait dengan
pemanfaatan rusunawa tersebut. Untuk pemanfaatan rusunawa oleh penghuni di
tengah kondisi bangunan saat ini, saya secara pribadi sangat menyayangkan karena
itu sangat membahayakan mereka. Harapannya segera dilakukan pembahasan
mengenai rehabilitasi gedung tersebut sehingga satu semangat antara pemerintah
dan DPR (DPRD-pen) untuk merekonstruksi bangunan tersebut agar layak huni. Di
tengah masyarakat saat ini sangat membutuhkan hunian saya pikir rusunawa menjadi
salah satu alternatif selain huntap yang sudah dibangun selama ini”. (Tulis Rizal via
whatsapp, Kamis, 26 November 2020).
Anggota DPRD Kota Palu periode 2014-2019, Alimuddin Ali Bau senada. Sampai di
penghujung masa jabatannya, DPRD belum pernah mendiskusikan masalah ini bersama
dengan Pemerintah Kota Palu, secara khusus organisasi perangkat daerah terkait. Ketua
DPC Partai Kebangkitan Bangsa ini sepakat, jika kondisi bangunan tak memungkinkan untuk
dihuni, pemerintah kota perlu merelokasi para penghuni ke tempat yang lebih layak. Hal
yang sama dikemukakan anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024, Mutmainnah Korona.
143
Journal Publicuho
ISSN2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 4 Number 1 (February-April), (2021)pp.135-145 Accredited SINTA SK.NOMOR 28/E/KPT/2019
Open Access at:http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: 10.35817/jpu.v4i1.16396
| J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 4 . N o 1 . 2 0 2 1 | Copyright©2021
Kata dia, setahun ia menjabat sebagai wakil rakyat, belum ada pembicaraan antara DPRD
dan Pemerintah Kota Palu mengenai status rumah susun tersebut, termasuk nasib para
penghuninnya. Mutmainnah mengaku harus meninjau terlebih dahulu Rusunawa Ujuna.
Selengkapnya pernyataan Mutmainnah berikut ini,
“Setahu saya belum ada. Selama (ini) saya lihat Pemkot (Pemerintah Kota Palu)
fokus mendata di huntara (hunian sementara) sehingga proses rehab (rehabilitasi)
rekon (rekonstruksi) ke warga yang (berada) di huntara. Dan warga di huntara
yang tidak punya sertifikat tanah pun tak mendapatkan jaminan untuk
mendapatkann huntap (hunian tetap)” (Tulis Mutmainnah via whatsapp, Senin,
23 November 2020).
Politikus Partai Nasdem ini membenarkan pemerintah terlalu fokus kepada rumah korban
bencana yang memiliki bukti kepemilikan berupa tanah dan bangunan. Namun, sejauh ini
belum ada kebijakan yang dibuat pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap korban
yang tidak memiliki aset properti, seperti penghuni kos-kosan, penghuni kontrakan, dan
rumah susun sederhana sewa. Beruntung, Wali Kota Palu dan jajaran tidak sampai
melakukan penggusuran atau pengusiran terhadap warga atas nama keindahan kota.
Piliang (2011) menyinggung hal ini dengan menyatakan dalam sejumlah kasus, pemerintah
sering menekankan fungsi estetik kota sebagai fungsi politik dan simbolik, dan menepikan
fungsi utilitas (misalnya tempat tinggal). Kekhawatiran munculnya konflik antara penghuni
rumah susun dan pemerintah juga penting dintisipasi agar senantiasa terbangun stabilitas
dan harmoni. Apalagi, fungsionalis cenderung menepikan potensi konflik sosial yang sering
terjadi di masyarakat (Adibah, 2017).
Arsitektur Tahan Gempa
Bilamana Pemerintah Kota Palu akan membangun kembali Rusunawa Ujuna, ada baiknya
terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap bangunan yang ideal dengan kondisi geologis
di Palu. Yang pertama tentu saja adalah pemilihan lahan yang dianggap aman.
Pembangunan nanti harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
pascagempa dan bukan berlokasi di zona merah (zona rawan bencana). Kedua, soal
faktor struktur dan ketahanan bangunan. Sudah menjadi penyeragaman dari Kementerian
Pekerjaan Umum/Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa satu blok
Rusunawa adalah gedung lima lantai dengan beberapa varian petak hunian, yakni 58, 72
atau 96 petak. Masing-masing petak berukuran 5,5 x 5,5 meter. Arsitektur bangunan secara
umum adalah sama. Bercorak flat modern dengan konsep minimalis. Berkaca dari
pengalaman bencana yang turut merusak Rusunawa di Palu, diperlukan adanya perlakuan
khusus dari pemerintah mengenai bangunan Rusunawa—juga bangunan bertingkat
lainnya—untuk wilayah yang rawan gempabumi. Pada saat bersamaan, pemerintah
daerah mempersiapkan model arsitektur tahan gempa berbasis kearifan lokal untuk
bangunan bertingkat. Model ini selain untuk memastikan kualitas ketahanan bangunan, juga
144
DILEMA PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA UJUNA PASCAGEMPA DI KOTA PALU SULAWESI TENGAH
ISSN2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print
Volume 4 Number 1 (February-April), (2021)pp.135-145 Murni Ratna Sari Alauddin, et.al
DOI: 10.35817/jpu.v4i1.16396
| J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 4 . N o 1 . 2 0 2 1 | Copyright©2021
sekaligus menjadi ikhtiar untuk memperkenalkan bangunan-bangunan lokal yang sudah
melewati ujian bencana alam. Pengamat arsitektur dari Universitas Tadulako, Faturrahman
Mansyur, mengatakan model yang seragam pada rumah susun yang dibangun pemerintah
menunjukkan standardisasi proyek. Namun, sebenarnya unsur-unsur atau ciri bangunan lokal
bisa diintegrasikan ke dalam struktur bangunan tersebut. Arkeolog Museum Sulawesi
Tengah, Iksam menyebut Rumah Lobo di Kabupaten Sigi dan Rumah Tambi di Lembah
Napu, Lore Selatan, Kabupaten Poso bisa menjadi pilihan rujukan bangunan yang adaptif
dengan bencana alam di Sulawesi Tengah. Bangunan-bangunan ini mengandalkan
kekuatan hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan (Jefrianto,
2018).
KESIMPULAN
Pemerintah kota- DPRD Kota Palu belum memberikan solusi terkait pemanfaatan Rusunawa
Ujuna pascagempa 28 September 2018. Padahal, bangunan bertingkat tersebut berada di
pusat kota dan dan mudah diakses pemerintah. Jika dibiarkan, potensi konflik antara
pemerintah daerah dan masyarakat penghuni berpeluang terjadi sehingga mengganggu
harmonisasi keseimbangan kedua institusi sosial ini. Penulis menyerahkan tiga rekomendasi.
Pertama, DPRD Kota Palu agar meninjau bangunan Rusunawa dan menginisiasi pertemuan
dengan pemerintah kota guna menghasilkan kebijakan mengenai nasib penghuni dan
bangunan Rusunawa pascagempa. Kedua, Pemerintah kota-DPRD Kota Palu
mendengarkan aspirasi dan kebutuhan penghuni Rusunawa saat ini. Ketiga, kiranya
membangun Rusunawa yang ramah penghuni, serta aman dari gempa, baik secara struktur
bangunan, lokasi, maupun relokasi saat bencana.
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